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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis secara normatif terhadap kerangka hukum 

internasional dan nasional serta praktik  yang diterapkan oleh perusahaan 

melalui studi kasus secara empiris yang didukung dengan wawancara dengan 

pihak perusahaan, bab ini memberikan gambaran dan pemahaman yang 

komprehensif mengenai sejauh mana mekanisme whistleblower berfungsi 

sebagai instrumen pencegahan, penangan, dan pendeteksi potensi 

pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari praktik bisnis perusahaan. Oleh 

karena itu, didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan secara komprehensif dalam bab-bab sebelumnya, penulis dapat 

menarik beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan.  

  Pertama, mekanisme whistleblower dalam konteks hukum 

internasional dan praktik korporasi modern pada dasarnya merupakan bagian 

dari mekanisme pengaduan di tingkat operasional (operational-level 

grievance mechanism). Pada praktiknya mekanisme ini berfungsi sebagai alat 

untuk mendeteksim mencegah, dan menangani pelanggaran HAM yang 

memungkinkan timbul dari kegiatan operasional perusahaan. Jika ditinjau 

secara normatif, UNGPs memang tidak mengatur whistleblower mechanism 

secara langsung, melainkan mengatur tentang grievance mechanism. Namun, 

substansi dari prinsip-prinsip tersebut, khusunya prinsip 29 dan 31, 

memberikan arahan serta landasan normatif bagi perusahaan dalam 
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membangun sistem pelaporan yang efektif, aman, dan memberikan 

kemudahan akses kepada karyawan maupun pemangku kepentingan lain yang 

melapor. 

  Kedua, penerapan HRDD oleh perusahaan yang diteliti sangat 

berkaitan dengan mekanisme whistleblower sebagai salah satu instrumen 

pendukungnya. Pada praktiknya, HRDD tidak hanya berfungsi sebagai alat 

identifikasi dan pencegahan risiko pelanggaran HAM perusahaan, namun 

juga mengandung unsur kemanan dan kemudahan akses fasilitas pelaporan 

serta jaminan kerahasiaan dan perlindungan dari segala bentuk pembalasan 

bagi para pelapornya. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat 

pendeteksi dini agar dugaan pelanggaran dapat segera diproses sejak awal 

untuk mencegah timbulnya masalah yang lebih besar. Dalam konteks ini, 

mekanisme whistleblower. Kehadiran mekanisme ini juga merupakan wujud 

nyata dari tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, 

sebagaimana yang ditegaskan dalam UNGPs dan berbagai regulasi 

internasional maupun nasional lainya mengenai bisnis dan HAM. 

  Di Indonesia, regulasi hukum mengenai HRDD serta komponen-

komponenya belum diatur secara mengikat dan independen, walaupun secara 

substansi sudah diatur lebih spesifik melalui Perpres No. 60 Tahun 2023 

tentang Stranas BHAM. Namun, dalam praktik dan penegakanya masih 

sangat bergantung pada komitmen perusahaan serta pengaruh standar 

internasional yang bersifat soft-law. Dengan demikian, UNGPs dan beberapa 

regulasi internasional lainya, khususnya yang disebutkan dalam kebijakan 

HAM perusahaan masih menjadi rujukan normatif dalam pembentukan 

kebijakan dan praktik perusahaan. 
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  Secara garis besar dapat peneliti simpulkan bahwa mekanisme 

whistleblower merupakan komponen yang penting bagi perusahaan dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya di bidang HAM. Implementasi mekanisme 

tersebut dalam perusahaan multinasional sektor pulp dan kertas sebagai 

komponen HRDD tidak hanya menjadi bukti kepatuhan perusahaan terhadap 

standar internasional, namun juga berkontribusi pada pencegahan 

pelanggaran HAM yang berimplikasi pada keberlanjutan kegiatan usaha. 

B. Saran 

  Atas studi kasus mengenai pelanggaran HAM yang timbul akibat 

aktivitas bisnis korporasi di perusahaan pulp dan kertas ini, serta 

penanggulanganya dengan HRDD melalui mekanisme whistleblower, peneliti 

merumuskan beberapa saran, diantaranya yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Membangun program sosialisasi atau penyuluhan mengenai 

mekanisme whistleblower bagi pemangku kepentingan yang 

dilaksanakan secara periodik, khususnya bagi karyawan dan 

kontraktor. Tujuanya agar para pemangku kepentingan tersebut dapat 

mengenali dan memahami fungsi atau peran mekanisme ini dan 

bentuk tindakan apa saja yang dapat dilaporkan kepada perusahaan 

melalui aplikasi ini. Program ini diharapkan juga mampu meyakinkan 

karyawan dan kontraktor sebagai pemangku kepentingan terkait 

jaminan perlindungan pelapor atas pembalasan (retaliaton), sehingga 

para pemangku kepentingan dapat melapor dengan aman. Dengan 
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demikian mekanisme ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat 

sasaran. 

b. Membentuk unit atau komite yang secara khusus berperan untuk 

meninjau (reviewing) segala bentuk kebijakan yang akan diusulkan 

untuk memastikan kesesuaian kualitas kebijakan dengan standar 

nasional dan internasional, serta nilai-nilai perusahaan. Komite ini 

juga berperan dalam mengevaluasi dan mengawasi secara berkala 

mengenai relevansi kebijakan tersebut terhadap perkembangan-

perkembangan standar nasional maupun nasional serta isu-isu yang 

berkaitan dengan HAM secara global melalui pembelajaran dari 

implementasi (continuous improvement). Fungsi pengawasan dalam 

komite ini secara khusus juga berperan untuk mengawasi secara 

langsung implementasi kebijakan-kebijakan perusahaan agar benar-

benar ditegakkan atau diimplementasikan. 

c. Meningkatkan jaminan whistleblower protection secara lebih 

komprehensif dengan memperjelas kebijakan anti-retaliasi (non-

retaliation), termasuk memperkuat langkah normatif dengan 

melakukan penerapan sanksi bagi pihak yang membalas dendam, serta 

memperkuat prosedur perlindungan bagi pelapor dan keluarganya. 

Hal ini penting, agar whistleblower tidak takut dalam melaporkan 

pelanggaran HAM dalam lingkup perusahaan, sehingga menciptakan 

lingkungan perusahaan yang aman dan nyaman bagi para pemegang 

kepentingan, karyawan, dan masyarakat. 
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2. Bagi Pemerintah Indonesia: 

a. Menurut penulis, pemerintah Indonesia perlu merancang regulasi 

secara lex specialis mengenai HRDD, terutama mekanisme 

whistleblower dalam konteks bisnis dan HAM, sehingga perusahaan 

memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang jelas terhadap HAM, 

serta dapat membantu negara untuk menciptakan langkah-langkah 

yang kontributif dalam upaya mencegah pelanggaran HAM melalui 

mekanisme whistleblower.  

b. Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pengawasan terkait HRDD 

dan penerapan whistleblowing system terhadap perusahaan 

multinasional yang beroperasi di Indonesia dengan memberikan 

mandat yang jelas kepada Komnas HAM dan Kementerian Tenaga 

Kerja untuk mengawasi pelaksanaan dan konsistensi implementasinya 

dalam perusahaan.  

c. Menyediakan fasilitas advokasi berupa LSM yang dapat berperan 

aktif dalam memantau efektivitas implementasi HRDD di lapangan 

dan menyediakan pendampingan terhadap pelapor.  

  Dengan saran-saran demikian, skripsi ini tidak hanya memberikan 

kontribusi secara akademik, namun diharapkan juga dapat menawarkan 

rekomendasi praktis bagi dunia hukum, perusahaan, dan pemerintah selaku 

pembuat kebijakan. Hal ini memperkuat posisi whistleblowing system sebagai 

bentuk perwujudan komponen dari HRDD yang mendukung kewajiban 

perusahaan multinasional atas akuntabilitas dan penghormatanya terhadap 

HAM dalam praktis bisnisnya di Indonesia. 
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